KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR BO03 TAHUN 2018

TENTANG
PEMEERIAN IZIN OPERASIONAL

RAUDHATUL ATHFAL ANNUR I CIBALONG KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingas

babwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermutu, perlu meémberilgan kesempatan masyarakat melalai arganizasi
berbadan bukum untuk menyelengparakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidilkan;

;. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini

telah memenubi persyvaratan administratif, tckniz dan lelayakan
sebagaimana mestinya sesual dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim
Penilai, Surat Relomendasi Kepala Kantor Eementerian Agama
Kabupaten Garut Nomor B-371.1/Kd. 10.05/FF.00,4/2/2018 tanggal 21
Febroari 2018 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepals Bidang Pendidikan
Muadrosah Nomor D200/NDIPM/2018 tanpgal 30 Mei 2018 sehingga
layak diberikan izin operasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebapgaimana dimaksud dalam huraf

a dan burof b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian [zin
Operasional Raudhatul Athfel Annur I Cibalong Kabupaten Garut;

L

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 féntang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 teatang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomor $496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerinteh Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Masional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pendidikan Dasdr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tehun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tehun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4864);



=]

10,

12.

13.

4.

15:

X

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggarasn Pendidikan (Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peratursn Pemerintah
Nomor 66 Taghun 2010 tentang Perubahan Atas Perstursn Pomeérintah
Momor 17 Tahun 2010 tentang Peogelolasn dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar

Sarana dan Prasarana Untuk Sckolah Dasar/Madrasah [bridaiveh,
Sekclah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sckolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
schagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tehun 2010 tentang Standar
Felayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 484);

. Peraturan Menteri Agama Nemor 2 Tahun 2008 tentang Standar

Kompetensi Luhisan dan Standar [ai Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah [Berita Negara Republik: Indonesia Tohun
2008 Nomor 11];

Peraturan Mented Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah [Berita
MNegara Republik Indonesia Tahuft 2012 Nomer 206) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama lslam pada
Sekalah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Momer 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerion Agama (Berita Negara Republil
Indonesia Tahun 2012 Nomor B51);

Peraturan  Menteri Agama Nemor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidilan Madrasah (Berlta Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2013 Momor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indenesia Tabiun 2016 Nomor 2101}

Pepaturan Menteri Agama Nomor #2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomaor 1495);




Menetapkan

KESATU

KEDUA
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KEEMPAT

EELIMA

KEPUTUSAN HEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL ANNUR 1 CIBALONG KABUPATEN GARUT.

Memberikan izin operasional madrasah kepada Roudhatul Athfal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang merupakan hagian
tidak terpisahlan dard Keputasan ini.

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang
bersangkutnn wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada
Kepala Kantor Kementerian Apgama yang memuat paling sedikit
perkembeangan jumlah peserta didik, pelaksanaan lurikahom,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana  prasaranas, dan
]:n:la.‘e:;::.;meu:l1 pemenuhan  standar  pendidik  dan  tenaga
kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran wvisitasi akreditasi Peud/RA kepads
BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilad memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraon pendidikan dan/atau hesil akreditnsi
sehagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tetap berlalog.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal schagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyeléngsarasn pendidikan danfatau hagzil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktim KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat minimal €, maka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATL dicabut.

Keputuzan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplkan.

Ditetaplkan di Bandung
pada tangpal 6 Juni 2018
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
HKEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
HOMOR 803 TAHUN 2018

TENTANG

PEMEBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL ANNUR I CIBALONG
HKABUPATEN GARUT

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

Nama Madrasah

Raudhatul Athfal Annur [ Cibalong

[£%]

Nomor Statistik Madrasah

101232050772

Alamat Madrasah

Kp. Cisalak
Deesaf/Kelurahan Najaten
Kecamatan Cibalong
Kabupaten Garut
Prowvinsi Jawa Barat

4

Nama Orpanisasi Penyelenggara

Yayasan Annur Cisalak

Akte Notaris Organizsasi

Penyelenggara

Memet Adityn Rahmat, 8. H. M.KN.
No. 08 Tangeal 18 November 2016

]

Pengesahan Alite Notaris Organisasi

Penyelenggara

AHU-0044252. AH.01.04 TAHUN 2016
Tanggal 24 November 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA

 "PROVINSI JAWA BARAT




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH
Homor | 02001PM2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah RALUDHATUL ATHFAL ANNUR | CIBALONG

Adarmal - KP. CISALAK

DesaKeturahan MAJATEN '

Kecamatan : CIBALONG

Kabupaten/Kota : KABUPATEN GARLIT

Proevinsd L JAWA BARAT

Penvelengonra Madrasah ¢ YAYASAN ANNUR CISALAK

Akie Notaris Penyelenggara  © NO. 08 MEMET ADITYA RAHMAT, 5.H. MLKN.

Pangesahan Akle Nolarks AHLL-O044252 AH.01.04 TAHUN 2016 TANGGAL 24
NOVEMBER 2016

Dengan Momor Statistik Madrmasah (NSM)

Bandung, 6 Juni 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
%, KEMENTERIAN AGAMA

W PROVINS! JAWA BARAT
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